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ABSTRAK
Pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan
Hidup DKI Jakarta, Pertama, proses perizinan yang ketat memastikan industri
memenuhi standar pengelolaan limbah dengan mengharuskan dokumen AMDAL
atau UKL-UPL serta pemantauan rutin. Kedua, pengawasan dan inspeksi dilakukan
secara berkala dan mendadak untuk memastikan kepatuhan, dengan sanksi tegas
bagi pelanggar. Ketiga, pembangunan dan perbaikan IPAL serta rehabilitasi
ekosistem menjadi bagian integral dari upaya pengelolaan. Keempat, edukasi dan
sosialisasi kepada industri dan masyarakat. 1. Beberapa hal yang dilakukan oleh
DLH DKI Jakarta sesuai dengan pasal 63 UUPPLH dan Perda Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mengatur tentang
perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.
Penegakan hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran Sungai Ciliwung
oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melibatkan serangkaian Langkah yakni
Pemantauan dan Identifikasi. Inspeksi Rutin dan Mendadak, Penerbitan Teguran
dan Surat Peringatan, Penegakan Sanksi Administratif, Proses Penegakan Hukum
yang Transparan, dan Tindakan Pemulihan. Disarankan agar pemerintah daerah
memperkuat implementasi pengawasan dan penegakan hukum dengan melakukan

inspeksi yang lebih rutin dan mendalam terhadap industri di sepanjang sungai.
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Penerapan sanksi yang lebih tegas dan berbobot, serta pencabutan izin bagi
pelanggar berat, perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. Selain itu,
pengembangan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus
diprioritaskan, memastikan semua industri mematuhi standar pengolahan limbah
yang ketat. Serta kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan sektor swasta
untuk mendukung upaya ini akan memastikan kepatuhan yang lebih baik dan
pengurangan pencemaran sungai secara signifikan.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Pemerintah Daerah, Pencemaran.

ABSTRACT
Regulating the responsibilities of the Regional Government, especially the DKI
Jakarta Environmental Service, First, a strict licensing process ensures that the
industry meets waste management standards by requiring AMDAL or UKL-UPL
documents as well as routine monitoring. Second, supervision and inspections are
carried out periodically and unannounced to ensure compliance, with strict
sanctions for violators. Third, construction and repair of IPALs as well as ecosystem
rehabilitation are an integral part of management efforts. Fourth, education and
outreach to industry and society. 1. Several things are carried out by DLH DKI
Jakarta in accordance with article 63 of UUPPLH and Regional Regulation
Number 1 of 2012 concerning DKI Jakarta Regional Spatial Planning which
regulates sustainable spatial planning and pays attention to environmental aspects.
Law enforcement against industries that pollute the Ciliwung River by the DKI
Jakarta Environmental Service involves a series of steps, namely Monitoring and
Identification. Routine and Sudden Inspections, Issuance of Reprimands and
Warning Letters, Enforcement of Administrative Sanctions, Transparent Law
Enforcement Process, and Recovery Actions. It is recommended that local
governments strengthen the implementation of supervision and law enforcement by
carrying out more routine and in-depth inspections of industries along the river.
The application of stricter and weightier sanctions, as well as the revocation of
permits for serious violators, needs to be strengthened to provide a deterrent effect.
In addition, the development and optimization of Waste Water Treatment Plants

(IPAL) must be prioritized, ensuring all industries comply with strict waste
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treatment standards. And close collaboration with law enforcement agencies and
the private sector to support these efforts will ensure better compliance and
significant reductions in river pollution.

Keywords: Responsibility, Regional Government, Pollution.

I. PENDAHULUAN

Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai di Daerah Khusus
IbukotaJakarta, merupakan salah satu dari beberapa sungai terbesar dan
terpanjang di Jabodetabek, sungai ini mengalir dari luar daerah Provinsi DKI
Jakarta yaitu dari Kabupaten Bogor Jawa Barat hingga Kota Jakarta Utara, DKI
Jakarta. Sungai ini merupakan salah satu sungai penunjang irigasi dan aliran air
di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.l Sungai ciliwung sendiri telah lama telah
terkenal akan polusi dan pencemaran air di dalamnya akibat ulah pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah atau residu sisa hasil
rumah tangga dan atau industri baik rumahan atau industri perusahaan besar
sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang sangat
signifikan dan berdampak besar bagi keasrian dan kealamian dari ekosistem dan
lingkungan sungai Ciliwung.

Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang melewati dua
provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI
Jakarta. Kedua provinsi tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi,
sehingga Sungai Ciliwung memiliki peran yang sangat penting dalam menopang
kebutuhan air bagi penduduk di sekitarnya. Sungai Ciliwung merupakan salah
satu sungai yang tercemar berat dari 7 daerah aliran sungai utama di Provinsi
Jawa Barat dan satu dari 13 sungai yang mengalir di Provinsi DKI Jakarta.
Daerah konservasi yang semakin berkurang dan beban pencemaran yang tinggi
menjadi dua permasalahan utama di Sungai Ciliwung. Pada tahun 1978, luas
area untuk permukiman di DAS Ciliwung sebesar 10473.07 ha (27.13%) dan
pada tahun 2010 luasan area permukiman menjadi 19861.31 ha (51.44%) dari
luas total penggunaan lahan di DAS Ciliwung. Selain itu, perubahan lahan dalam
rentang waktu 30 tahun di DAS Ciliwung telah mengubah luasan badan

air/ruang terbuka biru (RTB) menjadi lahan permukiman, contohnya adalah
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kasus okupasi bantaran sungai di Kota Bogor dengan perubahan badan air/RTB

menjadi lahan permukiman sebesar 76.39% dari total luasan badan air/RTB yang

berubah.3 Limbah yang langsung dibuang ke dalam ekosistem perairan
mengakibatkan pencemaran air yang akan menurunkan kualitas perairan, yang
selanjutnya membuat sumber daya air yang berkualitas semakin langka.

Limbah industri adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari proses
produksi di sektor industri. Limbah ini dapat berupa bahan padat, cair, atau gas
yang tidak memiliki nilai ekonomi dan perlu dikelola dengan baik untuk
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah
industri sering kali mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat
mencemari air, udara, dan tanah jika tidak ditangani dengan benar. Pengelolaan
limbah industri meliputi berbagai langkah seperti pengurangan limbah di
sumbernya, pemilahan, daur ulang, pemrosesan, dan pembuangan akhir yang
aman dan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Tujuan utama
pengelolaan ini adalah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan
dan masyarakat serta mendukung keberlanjutan industri dalam jangka panjang.
Dampak buruk yang dirasakan salah satunya adalah banjir. Sampah plastik
termasuk diantaranya kantong plastik memiliki dampak buruk bagi kehidupan di
bumi karena sejumlah alasan, antara lain:

1. Sampah plastik memerlukan waktu 1.000 tahun untuk terurai secara
sempurna;

2. Jika sampah plastik dibakar, terjadi proses pembakaran tidak sempurna yang
menghasilkan gas beracun;

3. Para ilmuwan dari SCIRO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization) dan Imperial College London mengatakan bahwa
90% dari burung laut terdapat plastik di perutnya.

Berdasarkan hasil investigasi ata terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup
Jakarta yang melalukan uji coba 120 titik sungai di Jakarta. Pencemaran sungai
ciliwung akibat limbah industri dinilai mencapai angak 9,9% namun angka ini
menurut dinas lingkungan hidup akan terus meningkat karena limbah cair dari

industri ini tidak terinventarisasi dan artinya angka ini bisa lebih tinggi.
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Adapun nilai kebaruan yang akan diperoleh dari penelitian yang akan
Penelitian ini dilatar belakangi mengenai pencemaran sungai Ciliwng di Jakarta
yang bertitik fokus pada siapakah yang akan bertanggungjawab? Lalu jika
pemerintah bertanggugjawab bagaimana sikap Pemerintah serta cara
menanggulangi nya? Tentunya pencemaran ini terjadi karena ada banyak faktor
yang mempengaruhi pencemaran akibat limbah industri yang terjadi di sungai
Ciliwung yang ada di Jakarta. Dalam menangani hal tersebut, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan berupa Surat Keputusan (SK)
dengan nomor SK.298/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017 tentang Penetapan Daya
Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Ciliwung yang sejalan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hal tersebutlah yang menjadi titik penelitian, terkait bagaimana sikap
penerintah, hingga pada cara penanggulangannya, serta siapa yang akan
bertanggung jawab, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi pencemaran
lingkungan ini. Walaupun sudah ada pembersihan, bagaimana Pemerintah
daerah bertanggunjawab untuk menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi
kembeali, hingga anlisa pada sikap Pemerintah Kota dalam hal ini.

Berdasarkan uraian diatas, walaupun sudah ada pembersihan, bagaimana
menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi kembali, mengingat bahwa setiap
orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, air yang bersih, sungai
yang bersih dari sampah-sampah, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28 H
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.".
Jaminan telah diberikan oleh negara, maka dalam hal ini Pemerintah Kota
Jakarta yakni Gubernur DKI dan kementrian hukum lingkungan dan kehutana
hingga dinas lingkungan setempat sebagai alat negara berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat tersebut dalam bentuk
pengelolaan sampah/kebersihan lingkungan sungai ciliwung di Jakarta.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini, sedangkan.

dalam skripsi ini yang akan dibahas dengan memfokuskan kajiannya sehingga
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peneliti mengambil judul: “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Terhadap Pencemaran Sungai Ciliwung Di Jakarta Akibat Limbah Domestik
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolaan
Lingkungan Hidup”.
II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah peneltian yuridis normatif yaitu pendekatan
melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dileangkpi dengan data
pendukung yakni hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI
Jakarta dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif-analitik yang mana
analisa tersebut didapatkan dari pendekatan Statue Aprroach (pengujian
berdasarkan Undng-Undang) disertai dengan Case Approach ( kajian terhadap
sebuah kasus yang terjadi) yang mana penelitian ini akan dikaji berdasarkan
undang-undang yang didukung dengan hasil wawancara dari objek penelitian
atau pemerintah setempat.7 Untuk itu, penelitian ini akan ditelaah secara
normatif berdasarkan Dengan demikian, peraturan yang dikaji adalah Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolaan Lingkungan Hidup, peraturan
terkait menjadi pisau analisis terhadap kasus Pencemaran Sungai Ciliwung Di
Jakarta Akibat limbah industri yang dideskripsikan setelah dianalisa berdasarkan
UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai bagimana seharusnya Pemerintah atau
dinas ligkungan hidup terakait berperan penting dalam bertanggungjawab
menemukan solusi apa yang terjadi dengan sungai Cliwung di Jakarta akibat

limbah industri.

II1. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS
A. Evaluasi Efektivitas Implementasi Tanggungjawab Pemerintah Daerah
(PEMDA) di Jakarta pada pencemaran Sungai Ciliwung
Evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam mengatasi pencemaran
Sungai Ciliwung menunjukkan hasil yang kompleks dan beragam. Di satu

sisi, Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai
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langkah yang mencerminkan komitmen untuk mengurangi pencemaran,
seperti pengawasan rutin terhadap industri-industri yang berada di sepanjang
aliran sungai, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan,
dan program edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri.
Langkah-langkah ini merupakan implementasi dari ketentuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga kualitas
lingkungan hidup.

Namun, efektivitas dari kebijakan dan tindakan tersebut masih
sering dipertanyakan. Penegakan hukum, misalnya, meskipun sudah ada
mekanisme inspeksi dan pemberian sanksi, masih sering tidak memberikan
efek jera yang cukup bagi pelanggar. Banyak industri yang tetap melakukan
pembuangan limbah secara ilegal ke sungai karena sanksi yang diterapkan
dianggap tidak cukup berat atau pengawasan yang dilakukan masih kurang
intensif. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga belum
sepenuhnya efektif. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga
kebersihan sungai dan pengelolaan limbah rumah tangga masih rendah, yang
tercermin dari masih banyaknya sampah domestik yang ditemukan di sungai.

Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) DKI
Jakarta dalam berbagai aspek menunjukkan adanya kemajuan yang
signifikan, namun terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas
secara keseluruhan. Dalam hal pelayanan publik, misalnya, Pemda DKI telah
melakukan berbagai upaya seperti peningkatan fasilitas transportasi umum,
pengelolaan sampah, dan penataan ruang hijau. Data dari BPS Jakarta tahun
2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap
transportasi umum meningkat hingga 80%, yang mencerminkan
keberhasilan dalam implementasi kebijakan terkait. Namun, di sisi lain,
beberapa program seperti penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas masih
menghadapi kendala signifikan. Banjir yang terjadi secara berulang pada
musim hujan menjadi indikator bahwa upaya mitigasi dan infrastruktur

belum sepenuhnya memadai.
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Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk koordinasi
yang kurang efektif antara Pemda dengan instansi terkait lainnya, serta
perencanaan yang tidak konsisten dengan realitas lapangan. Misalnya,
proyek revitalisasi sungai dan pembangunan sumur resapan yang diharapkan
mampu mengurangi banjir ternyata tidak sesuai dengan harapan karena
eksekusi yang lambat dan kurangnya pemeliharaan setelah implementasi.
Selain itu, tingkat kemacetan di Jakarta tetap tinggi, meskipun telah
diterapkan kebijakan seperti perluasan ganjil-genap dan pembangunan
infrastruktur jalan. Data dari TomTom Traffic Index 2023 menunjukkan
bahwa Jakarta masih berada di peringkat atas kota dengan tingkat kemacetan
tertinggi di dunia, dengan waktu tempuh rata-rata meningkat 25% pada jam-
jam sibuk. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengurangan
kemacetan belum efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

Ketidakefektifan dalam beberapa sektor ini mencerminkan perlunya
peningkatan dalam hal perencanaan strategis dan eksekusi yang lebih
terkoordinasi. Pemda DKI juga perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan
pengawasan agar program-program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai
dengan target dan harapan masyarakat. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek
tersebut, upaya peningkatan pelayanan publik dan penanganan masalah kota
akan terus menghadapi hambatan, sehingga mengurangi dampak positif dari
kebijakan-kebijakan yang telah dirancang.

Koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi salah satu faktor
yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Implementasi kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup seringkali memerlukan kerjasama lintas
sektor dan lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi
yang kurang baik dapat mengakibatkan tumpang tindih atau bahkan
kekosongan dalam pelaksanaan program. Keterbatasan sumber daya, baik
dari segi anggaran maupun tenaga kerja, juga menjadi kendala utama. Dinas
Lingkungan Hidup seringkali menghadapi tantangan dalam mengalokasikan
sumber daya yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan peraturan di

seluruh aliran Sungai Ciliwung yang panjang.
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Di sisi lain, ada juga keberhasilan yang patut diapresiasi. Program
pengendalian pencemaran air dan penataan kawasan bantaran sungai yang
telah diluncurkan menunjukkan dampak positif dalam beberapa aspek.
Pengelolaan sampah terpadu, misalnya, telah membantu mengurangi volume
sampah yang masuk ke sungai. Selain itu, beberapa proyek revitalisasi
sungai yang melibatkan pembersihan dan pemulihan ekosistem sungai telah
memperlihatkan hasil yang menggembirakan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun upaya yang dilakukan oleh Pemda
DKI Jakarta sudah berada di arah yang benar, evaluasi menunjukkan bahwa
masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang
optimal. Penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kesadaran dan
partisipasi masyarakat, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, dan
penyediaan sumber daya yang memadai adalah kunci utama untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan dan tindakan dalam mengatasi
pencemaran Sungai Ciliwung. Hanya dengan pendekatan yang lebih holistik
dan berkelanjutan, pencemaran Sungai Ciliwung dapat dikurangi secara
signifikan dan sungai ini dapat kembali berfungsi sebagai sumber kehidupan

yang sehat bagi masyarakat Jakarta.

B. Tanggungjawab Pemerintah Daerah (PEMDA) Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pencemaran Sungai Ciliwung
di Jakarta

Tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dalam mengelola segmen sungai seperti
Sungai Ciliwung sangat penting dan diatur secara jelas dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemda memiliki kewajiban untuk
menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
bertujuan menjaga kualitas air sungai dan mencegah pencemaran dari
berbagai aktivitas industri maupun domestik. Pasal 14 dari UU No. 32 Tahun
2009 mewajibkan pemerintah daerah untuk merencanakan langkah-langkah
strategis dalam perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian

pencemaran air di sungai. Selain itu, Pasal 63 ayat (2) memberikan
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wewenang kepada Pemda untuk melakukan penegakan hukum lingkungan,
yang mencakup pengawasan terhadap industri-industri yang berpotensi
mencemari sungai dan penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengatasi
pencemaran Sungai Ciliwung di Jakarta diatur oleh Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UU PPLH). UU ini mengatur berbagai ukuran dan regulasi yang harus

diimplementasikan oleh Pemda untuk menjaga kualitas lingkungan,
termasuk upaya preventif dan korektif terhadap pencemaran sungai. Ukuran-
ukuran Regulasi, yaitu:

1. Pencegahan Pencemaran Lingkungan. Pemda diwajibkan untuk
melakukan pencegahan pencemaran, termasuk melalui penetapan dan
pengawasan baku mutu air serta pengelolaan limbah yang baik oleh
industri dan pemukiman. Pasal 20 UU PPLH mengamanatkan Pemda
untuk menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah, termasuk
kualitas air sungai, dan memastikan kepatuhan semua pihak terhadap
standar tersebut.

2. Izin Lingkungan. UU PPLH mensyaratkan bahwa setiap kegiatan yang
berpotensi menimbulkan pencemaran harus memiliki izin lingkungan.
Pemda bertanggung jawab untuk menerbitkan, mengawasi, dan
mencabut izin tersebut jika terjadi pelanggaran. Perusahaan yang
beroperasi di sepanjang Sungai Ciliwung harus memiliki izin
pengelolaan air limbah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Pengawasan dan Pemantauan. Pasal 70 UU PPLH menyebutkan bahwa
Pemda harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Ini termasuk pemantauan berkala terhadap kualitas air
Sungai Ciliwung dan aktivitas industri yang berpotensi mencemarinya.

4. Penegakan Hukum dan Sanksi. Jika ditemukan pelanggaran, Pemda
memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dengan memberikan

sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin. Pasal 76 UU
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PPLH memberikan ruang bagi Pemda untuk menjatuhkan sanksi kepada
pelanggar, termasuk melalui proses peradilan.

Pemda DKI Jakarta telah menerapkan beberapa langkah berdasarkan
UU PPLH untuk mengatasi pencemaran Sungai Ciliwung, meskipun
tantangan dalam implementasi masih ada. Salah satu implementasi utamanya
adalah pengawasan ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di sepanjang
sungai. Pemda, melalui Dinas Lingkungan Hidup, melakukan inspeksi rutin
dan pemantauan kualitas air, meskipun kendala seperti keterbatasan SDM dan
teknologi pemantauan masih menjadi hambatan dalam efektivitasnya.

Pemda juga mengeluarkan izin lingkungan yang ketat, serta
menindak perusahaan yang melanggar dengan denda besar atau pencabutan
izin operasi. Seperti yang terjadi pada kasus 12 perusahaan yang izinnya
dicabut akibat pencemaran serius. Selain itu, Pemda telah berupaya
melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, implementasi
regulasi ini masih belum optimal karena beberapa faktor. Koordinasi antara
instansi yang terkait sering kali tidak berjalan lancar, dan pengawasan yang
lemah di beberapa titik menyebabkan pelanggaran tidak segera terdeteksi.
Selain itu, proses hukum yang panjang dan resistensi dari pihak yang
dilanggar juga menjadi tantangan yang menghambat efektivitas penegakan
hukum.

Secara keseluruhan, meskipun Pemda telah melakukan berbagai
upaya sesuai dengan UU PPLH, masih diperlukan peningkatan dalam hal
pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih
cepat dan tegas untuk memastikan bahwa Sungai Ciliwung dapat terlindungi
dari pencemaran yang terus-menerus terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan
Hidup DKI Jakarta Untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi
masalah pencemaran sungai, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki
beberapa rencana perbaikan yang dapat diimplementasikan ke depan. Berikut
adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Peningkatan Penegakan Hukum
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Penguatan Kapasitas dan sumber daya:
Revitalisasi dan Restorasi Sungai:

Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
Kolaborasi Antar Lembaga

Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah yang Efektif

o

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Dengan rencana perbaikan ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup
DKI Jakarta dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah pencemaran sungai
dan menjaga kualitas lingkungan hidup di ibu kota. Langkah-langkah ini juga
memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, industri, dan
pemerintah pusat, untuk mencapai hasil yang optimal.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah berusaha menjalankan
tanggung jawabnya sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan
penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan partisipasi masyarakat,
koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga, serta alokasi sumber
daya yang memadai. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi pencemaran
Sungai Ciliwung dapat lebih efektif dan sungai tersebut dapat kembali
berfungsi sebagai sumber kehidupan yang sehat bagi masyarakat Jakarta.

C. Implementasi Pengelolaan Limbah Industri pada pencemaran Sungai
Ciliwung oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) di Jakarta
Salah satu inisiatif utama dalam upaya menjaga kualitas Sungai
Ciliwung adalah Program Revitalisasi Sungai Ciliwung, yang dirancang
untuk menangani berbagai masalah pencemaran dan memperbaiki kondisi
ekosistem sungai. Program ini melibatkan serangkaian kegiatan yang fokus
pada pembersihan, penataan, dan pengelolaan kawasan sungai untuk
mengurangi dampak pencemaran dan memulihkan kualitas air. Sebagai
bagian dari program ini, pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan
pembersihan rutin di sepanjang aliran sungai. Aktivitas ini termasuk
pengangkatan sampah yang mengendap di dasar sungai serta penanganan
masalah sedimentasi yang dapat menghambat aliran air, yang pada akhirnya

berkontribusi pada penurunan kualitas air dan kesehatan ekosistem sungai.

Analisi Yuridis Pertanggungjawaban | 84



Selain pembersihan, program ini juga mencakup penataan bantaran sungai
dengan tujuan mengurangi pembuangan sampah domestik dan limbah
industri ke dalam sungai. Penataan ini mencakup pembangunan fasilitas
pengolahan sampah di lokasi-lokasi strategis di sekitar bantaran sungai, serta
penyediaan tempat sampah yang memadai bagi masyarakat untuk mencegah
pembuangan sampah sembarangan. Dengan langkah-langkah ini, program
bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik sungai tetapi juga
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga
kebersihan dan perlindungan lingkungan sekitar Sungai Ciliwung. Melalui
upaya komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem sungai yang
lebih sehat dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak pencemaran yang
disebabkan oleh aktivitas manusia.

Program kedua adalah Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL). Instalasi ini dirancang untuk mengolah limbah dari kawasan
industri dan pemukiman sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai.
Pembangunan IPAL bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang
dibuang ke Sungai Ciliwung telah melalui proses pengolahan yang memadai,
sehingga tidak mencemari kualitas air. Pemda DKI Jakarta juga mendorong
penggunaan teknologi pengolahan air yang lebih efisien dan ramah
lingkungan dalam industri.

Restorasi Ekosistem Sungai adalah inisiatif lain yang dijalankan
oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program ini fokus pada pemulihan habitat
alami di sekitar sungai. Melalui penanaman vegetasi riparian yang
melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan, Pemda berupaya
mengembalikan fungsi ekologis sungai yang telah terganggu. Vegetasi ini
membantu menstabilkan tanah, mengurangi erosi, dan menyediakan habitat
bagi fauna lokal. Selain itu, proyek restorasi juga mencakup upaya untuk
memperbaiki kualitas tanah dan air di sepanjang bantaran sungai melalui
aplikasi teknik konservasi tanah dan air.

Untuk mendukung program-program ini, Dinas Lingkungan Hidup
juga melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Melalui

kampanye edukasi dan sosialisasi, Pemda bertujuan untuk meningkatkan
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kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan
peran mereka dalam proses rehabilitasi. Kegiatan ini termasuk program kerja
bakti, pelatihan tentang pengelolaan limbah, dan partisipasi dalam proyek
pemulihan lingkungan. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak
termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga menjadi bagian
dari strategi Pemda. Kerjasama ini memungkinkan alokasi sumber daya yang
lebih besar dan pelaksanaan proyek pemulihan yang lebih terkoordinasi.
Misalnya, program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-
perusahaan besar dapat mendukung kegiatan pembersihan dan rehabilitasi
sungai. Program ini termasuk kepada bentuk dari Good Corporate
Govenance (CGC), menurut Efridani Lubis, Good Corporate Governance
atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (‘GCG")
muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep
GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang
menimpa perusahaan-perusahaan besar.8 Pemerintah juga makin menyadari
perlunya penerapan CG di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG di
dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public
governance dan partisipasi masyarakat. Berlatar belakang perkembangan
tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah mengeluarkan
Keputusan Menko Ekuin No: KEP/49/M.EKON/11/2004, tentang
pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri
dari Sub-komite publik dan Sub-komite korporasi.

Implementasi pengelolaan limbah industri yang bertujuan
mengatasi pencemaran Sungai Ciliwung oleh Pemerintah Daerah (Pemda)
DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, melibatkan berbagai Langkah
strategis dan operasional yang diungkapkan dalam hasil wawancara dengan
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Berdasarkan wawancara tersebut,
sejumlah data dan informasi penting mengenai upaya pengelolaan limbah
industri dapat disimpulkan. Implementasi pengelolaan limbah industri oleh
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran

Sungai Ciliwung, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32
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Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, melibatkan berbagai
langkah strategis dan operasional yang dirancang untuk memastikan
kepatuhan industri terhadap standar lingkungan dan mengurangi dampak
pencemaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup
DKI Jakarta, sejumlah upaya kunci diungkapkan dalam mengelola limbah
industri dan melindungi kualitas air sungai. Langkah pertama adalah
penerapan peraturan yang mewajibkan semua industri untuk memiliki
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai, dengan pengawasan
ketat untuk memastikan bahwa limbah cair diolah secara efektif sebelum
dibuang ke sungai. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan
inspeksi rutin dan audit lingkungan untuk menilai kepatuhan industri
terhadap standar pengelolaan limbah dan mengambil tindakan administratif
jika ditemukan pelanggaran. Data dari wawancara menunjukkan bahwa
selama tahun 2023, sebanyak 60 tindakan administratif telah diambil,
termasuk denda dan pencabutan izin usaha, sebagai bentuk penegakan
hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemda juga berfokus pada upaya
rehabilitasi lingkungan dengan melaksanakan program pembersihan sungai
dan penataan bantaran sungai untuk mencegah pembuangan limbah secara
sembarangan. Program-program ini mencakup pembangunan fasilitas
pengolahan sampah dan penyediaan tempat sampah yang memadai di area-
area strategis.

Pertama, pemantauan dan pengawasan limbah industri merupakan
langkah utama dalam implementasi pengelolaan limbah. Dinas Lingkungan
Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi rutin dan mendadak untuk
memastikan kepatuhan industri terhadap peraturan. Dalam laporan terbaru,
ditemukan bahwa dari 150 industri yang terletak di sepanjang Sungai
Ciliwung, 45% di antaranya telah dilaporkan melanggar ketentuan
pengelolaan limbah. Hal ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang
lebih ketat. Dinas Lingkungan Hidup mencatat, selama tahun 2023, sebanyak
60 tindakan administratif telah diambil, termasuk denda total mencapai Rp 5

miliar dan 12 izin usaha dicabut.
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Pemberian denda hingga mencapai Rp 5 miliar terhadap
perusahaan yang mencemari Sungai Ciliwung merupakan langkah tegas
yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebagai bagian
dari upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Denda ini bukan hanya
merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera,
tetapi juga mencerminkan komitmen Pemda dalam menjaga kualitas
lingkungan hidup, khususnya di wilayah yang memiliki peran penting seperti
Sungai Ciliwung. Dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Ciliwung telah
menjadi fokus pengawasan pemerintah karena tingkat pencemaran yang
tinggi akibat limbah industri dan domestik. Berdasarkan laporan dari Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2023, sebanyak 60 perusahaan
terindikasi melakukan pelanggaran terkait pencemaran sungai, dengan
berbagai jenis pelanggaran seperti pembuangan limbah tanpa izin, melebihi
baku mutu air, dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
yang memadai.

Di antara 60 perusahaan tersebut, 12 perusahaan telah mengalami
pencabutan izin operasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran serius yang
mereka lakukan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa
pencabutan izin ini dilakukan setelah serangkaian inspeksi dan peringatan
tidak diindahkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Industri-industri
yang izinnya dicabut umumnya berasal dari sektor tekstil, makanan dan
minuman, serta manufaktur, di mana limbah yang dihasilkan mengandung
bahan kimia berbahaya yang secara langsung mengancam ekosistem Sungai
Ciliwung. Pencabutan izin operasi ini diharapkan tidak hanya menghentikan
aktivitas yang merusak lingkungan, tetapi juga mendorong perusahaan lain
untuk lebih patuh terhadap peraturan lingkungan.

Namun, meskipun tindakan tegas 1ini telah dilakukan,
efektivitasnya masih dipertanyakan. Salah satu tantangan yang dihadapi
adalah kurangnya mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang
konsisten. Beberapa perusahaan masih bisa beroperasi meskipun izinnya
telah dicabut, atau mereka mengajukan gugatan hukum yang menunda

penegakan sanksi. Selain itu, jumlah inspektur lingkungan yang terbatas juga
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memperlambat proses pengawasan, sehingga tidak semua perusahaan
terindikasi dapat segera ditindak. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari

60 perusahaan yang terindikasi, hanya sekitar 20% yang telah ditindak secara

langsung, sementara sisanya masih dalam tahap pemeriksaan atau menunggu
keputusan lebih lanjut.
Tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mencemari

Sungai Ciliwung ini perlu dilengkapi dengan langkah-langkah pengawasan

yang lebih ketat dan sistematis. Peningkatan kapasitas pengawasan, baik dari
segi jumlah tenaga inspektur maupun teknologi pemantauan, sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat dideteksi dan
ditindak dengan cepat. Selain itu, Pemda juga perlu mengembangkan
program edukasi dan pendampingan bagi perusahaan agar mereka
memahami pentingnya menjaga lingkungan serta cara-cara untuk mematuhi
peraturan yang ada. Hanya dengan kombinasi antara penegakan hukum yang
tegas dan upaya preventif yang efektif, kualitas Sungai Ciliwung dan
lingkungan sekitarnya dapat dipulihkan dan dijaga untuk jangka panjang.
Berikut ini adalah rincian mengenai tindakan administratif yang
diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selama tahun 2023:

1. Data Perusahaan yang terkena Sanksi Administrasi oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kasus-kasus pelanggaran ini menunjukkan
pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang
konsisten untuk mengelola dampak industri terhadap Sungai Ciliwung.
Tindakan administratif yang diambil bertujuan untuk memaksa
perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi standar lingkungan dan
mencegah pencemaran lebih lanjut. Penting bagi semua pihak untuk
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan
guna memastikan keberlanjutan ekosistem sungai dan kesehatan
masyarakat.

2. Kedua, pembangunan dan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan limbah.
Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa dari total 30 IPAL

yang direncanakan, saat ini baru 15 IPAL yang selesai dibangun dan
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beroperasi. IPAL-IPAL ini dirancang untuk mengolah limbah industri
sebelum dibuang ke sungai. Meskipun demikian, hanya sekitar 70% dari
IPAL yang beroperasi saat ini berfungsi secara optimal. Beberapa IPAL
menghadapi kendala teknis dan perawatan yang memerlukan perhatian
lebih lanjut.

. Ketiga, program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan juga menjadi
fokus utama. Pemda telah melaksanakan proyek revitalisasi di beberapa
segmen Sungai Ciliwung dengan penanaman vegetasi riparian dan
pembersihan sampah. Dalam wawancara, Dinas Lingkungan Hidup
menyebutkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 10.000 meter kubik
sampabh telah berhasil diangkat dari sungai. Selain itu, proyek rehabilitasi
juga melibatkan penanaman 25.000 pohon di sepanjang bantaran sungai
sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas tanah dan mencegah erosi.

. Keempat, pendidikan dan sosialisasi kepada industri dan masyarakat
tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik juga menjadi prioritas.
Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan 30 seminar dan pelatihan
selama tahun 2023, yang melibatkan lebih dari 200 pengusaha dan 1.500
warga sekitar. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran dan memastikan bahwa pelaku industri memahami dan
menerapkan peraturan pengelolaan limbah dengan baik. Dalam hal
koordinasi dan kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama
dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, serta lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan
yang lebih efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi ini
telah membantu dalam penguatan implementasi peraturan dan
penyelesaian kasus pencemaran dengan lebih efisien.

Berdasarkan pemaparan tersebut berdasarkan hasil penelitian oleh

dan telaah lapangan yang dilakukan peneliti, beberapa implementasi

tersebut memang sudah diupayakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta. Akan tetapi, masih terdapat beberapa limbah industri

yang belum diperhatikan dengan baik.
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Efektivitas penegakan hukum dalam pengawasan dan penanganan
pelanggaran di DKI Jakarta menunjukkan perbedaan yang signifikan antara
fase pengawasan dan fase penindakan. Pada fase pelanggaran, penegakan
hukum dapat dikatakan cukup efektif, terutama dalam hal pemberian sanksi
kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan,
seperti pencemaran Sungai Ciliwung. Denda yang mencapai hingga Rp 5
miliar dan pencabutan izin operasi untuk perusahaan yang melanggar
menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat
dalam memberikan efek jera. Proses hukum yang berjalan relatif cepat
setelah pelanggaran teridentifikasi juga menjadi indikator bahwa
mekanisme penindakan sudah cukup berjalan dengan baik.

Namun, efektivitas pada fase pengawasan dan pemantauan masih
menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih. Pengawasan yang
lemah menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak segera terdeteksi atau
baru diketahui setelah dampak lingkungan yang serius terjadi. Salah satu
penyebab utama ketidakefektifan pengawasan adalah kurangnya sumber
daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah inspektur lingkungan yang
terbatas tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan dan wilayah yang
perlu diawasi, sehingga proses pemantauan menjadi lambat dan tidak
menyeluruh. Selain itu, peralatan dan teknologi pemantauan yang masih
minim dan kurang canggih juga memperlambat proses identifikasi
pelanggaran. Dalam banyak kasus, perusahaan yang terindikasi mencemari
lingkungan dapat beroperasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-
tahun sebelum pelanggarannya terdeteksi, yang menunjukkan bahwa
pengawasan tidak berjalan secara optimal.

Tidak hanya itu, koordinasi antara berbagai instansi pemerintah
yang terkait dengan pengawasan lingkungan juga masih perlu diperbaiki.
Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, serta birokrasi yang
berbelit, seringkali menyebabkan tindakan pencegahan tidak dapat
dilakukan secara cepat dan tepat. Tanpa pengawasan yang efektif, fase

pelanggaran pun tidak dapat ditangani dengan baik, karena pelanggaran
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yang telah terjadi bisa lebih sulit untuk ditangani setelah dampaknya
meluas.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Pemda DKI Jakarta
perlu menambah jumlah inspektur lingkungan dan meningkatkan kapasitas
mereka melalui pelatihan yang lebih intensif. Penggunaan teknologi seperti
sensor otomatis dan drone untuk memantau kualitas air dan aktivitas industri
juga dapat membantu mempercepat deteksi pelanggaran. Selain itu, perlu
ada peningkatan dalam hal transparansi dan keterbukaan data, agar
masyarakat juga dapat berperan dalam memantau dan melaporkan
pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum
tidak hanya terlihat pada fase pelanggaran, tetapi juga pada tahap awal
pengawasan, yang merupakan kunci untuk mencegah terjadinya
pelanggaran yang lebih besar.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang dicapai dalam
pengelolaan limbah industri di sekitar Sungai Ciliwung, tantangan besar
masih harus dihadapi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus berupaya
memperbaiki sistem pengelolaan limbah, memperkuat pengawasan, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi dampak
pencemaran dan memulihkan kualitas ekosistem sungai. Implementasi
peraturan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 terus berkembang, tetapi
keberhasilan jangka panjang memerlukan dukungan berkelanjutan dari
semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan gambar-gambar yang peneliti peroleh, terlihat bahwa
upaya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi mencemari Daerah Aliran
Sungai (DAS) Ciliwung belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat
beberapa kemajuan dalam pengelolaan limbah industri di sekitar Sungai
Ciliwung, masih terdapat sejumlah limbah industri yang dibiarkan tidak
dikelola dengan baik dan belum mendapatkan perhatian spesifik dari pihak
Dinas Lingkungan Hidup. Gambar-gambar tersebut menunjukkan adanya
limbah industri yang masih menumpuk dan tidak terkelola dengan baik di

beberapa segmen sungai, mengindikasikan bahwa pengawasan dan
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penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi
masalah pencemaran.

Meskipun terdapat beberapa langkah positif dalam pengelolaan
limbah industri, tantangan besar masih harus dihadapi. Dinas Lingkungan
Hidup DKI Jakarta menghadapi pekerjaan berat dalam memperbaiki sistem
pengelolaan limbah, memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan industri,
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan
lingkungan. Implementasi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup merupakan langkah penting, namun keberhasilan jangka panjang
memerlukan dukungan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang
lebih baik, perbaikan dalam sistem pengawasan, dan kesadaran yang lebih
tinggi akan pentingnya perlindungan lingkungan, diharapkan bahwa upaya
untuk mengurangi dampak pencemaran dan memulihkan kualitas ekosistem

Sungai Ciliwung dapat mencapai hasil yang lebih memuaskan.
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